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One important factor in the amendment to the 1945 Constitution of the Republic 

of Indonesia is the existence of the Constitutional Court as a state institution 

whose function is to settle a number of cases in the field of constitutional law. 

country. The constitution must be implemented responsibly, in accordance with 

the will of the people and the ideals of democracy. The constitutional authority 

of the Constitutional Court is to carry out the principle of checks and balances 

which places all state institutions in the same position to have a balance in the 

administration of the state. The existence of the Constitutional Court is a real step 

forward in the joint regulation of the functioning of federal agencies. The 

Constitutional Court in administering its judiciary to consider, adjudicate and 

decide cases, always refers to the principle of administering justice, which is 

carried out simply and quickly. 

Salah satu faktor penting perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang 

berfungsi menyelesaikan sejumlah perkara di bidang hukum tata negara. negara. 

Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab, sesuai dengan kehendak 

rakyat dan cita-cita demokrasi. Kewenangan konstitusional Mahkamah 

Konstitusi adalah melaksanakan prinsip check and balances yang menempatkan 

semua lembaga negara pada posisi yang sama untuk memiliki keseimbangan 

dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan 

langkah maju yang nyata dalam pengaturan bersama tentang fungsi lembaga 

federal. Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan peradilannya untuk 

mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara, selalu mengacu pada asas 

penyelenggaraan peradilan, yaitu dilakukan secara sederhana dan cepat.  
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1. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami kemajuan pesat, terutama setelah amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). 

Amandemen tersebut dilakukan untuk memenuhi aspirasi masyarakat untuk melakukan reformasi di segala 

bidang. Perubahan secara bertahap dilakukan untuk mewujudkan konsep negara hukum sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu 

perubahan mendasar yang dapat diamati adalah lahirnya lembaga baru berdasarkan amanat Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, khususnya di bidang yudikatif. Badan-

badan yang baru dibentuk termasuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24C dan 

24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Secara khusus, dua badan dibentuk dengan mandat melaksanakan reformasi hukum dalam badan 

peradilan yang dulu milik Mahkamah Agung. Hal ini berupaya untuk mengakui nilai keadilan dan persamaan 

di depan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum yang timbul antara warga negara dan antara warga 

negara dengan negara. Mengingat adanya Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan fungsinya 

sebagai pembela konstitusi dan penafsir konstitusi. Selain itu, MK dikenal sebagai pembela demokrasi dan hak 

asasi manusia. Untuk pertama kali, legitimasi Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Mahkamah Konstitusi. Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada ketentuan undang-undang, 

Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, antara lain menguji undang-undang 

terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelesalikaln sengketal kewenalngaln lembalgal negalral 

yalng berwenalng. sesuali dengaln Undalng-Undalng Dalsalr Negalral Republik Indonesial Talhun 1945, pembubalraln 

palrtali politik daln penyelesalialn perselisihaln halsil pemilihaln umum. 

Malhkalmalh Konstitusi berkewaljibaln menyelesalikaln proses pemalkzulaln Presiden daln/altalu Walkil 

Presiden alpalbilal pemalkzulaln tersebut ternyaltal bertentalngaln dengaln Palsall 7B Undalng-Undalng Dalsalr Negalral 

Republik Indonesial Talhun 1945. Mencermalti perkembalngaln pelalksalnalaln kewenalngaln Malhkalmalh Konstitusi 

berdalsalrkaln penyelesalialn perkalral yalng diputus, sedikitnyal terdalpalt 25 kalsus sengketal kewenalngaln lembalgal 

negalral. Penyelesalialn persoallaln-persoallaln tersebut tidalk halnyal menyalngkut lembalgal negalral yalng berwenalng 

yalng dikualsalkaln lalngsung oleh Undalng-Undalng Dalsalr Negalral Republik Indonesial Talhun 1945, tetalpi jugal 

lembalgal daln lembalgal negalral terkalit yalng dialtur dengaln undalng-undalng.  

Yurisdiksi ini tertualng dallalm Peralturaln Malhkalmalh Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentalng 

Pedomaln Taltal Calral Sengketal Kewenalngaln Konstitusionall Lembalgal Negalral. Yalng halrus diperhaltikaln aldallalh 

hukum alcalralnyal belum direvisi. Perkembalngaln lembalgal negalral ditalndali dengaln meningkaltnyal sengketal 

lembalgal negalral tidalk halnyal terkalit dengaln lembalgal negalral yalng dialtur dallalm Undalng-Undalng Dalsalr Negalral 

Republik Indonesial Talhun 1945, tetalpi jugal mempengalruhi lembalgal negalral mempengalruhi lembalgal negalral 

yalng bergalntung paldalnyal. Hall ini jugal ditalndali dengaln almalndemen UU No 24 Talhun 2003 tentalng Malhkalmalh 

Konstitusi yalng dilalkukaln sebalnyalk dual kalli daln teralkhir dialtur dengaln UU No 8 Talhun 2011. 

Berbalgali malcalm putusaln terkalit penyelesalialn sengketal lembalgal negalral telalh diputuskaln oleh 

Malhkalmalh Konstiusi, tidalk halnyal berpedomaln paldal Peralturaln Malhkalmalh Konstitusi Nomor 08/ PMK/2006 

saljal nalmun jugal merujuk paldal Putusaln Malhkalmalh Konstitusi yalng telalh memberikaln pengertialn daln 

penalfsiraln umum mengenali lembalgal negalral. Aldalpun putusaln Malhkalmalh Konstitusi yalng dialmbil sebalgali 

salmpel dallalm tulisaln ini terkalit penyelesalialn lembalgal negalral di alntalralnyal yalitu: Putusaln Nomor 004/SKLN-

IV/2006, Putusaln Nomor 005/PUU-VI/2006, Putusaln Nomor 027/SKLNIV/2006, Putusaln Nomor 27/SKLN-

VI/2008, daln Putusaln Nomor 3/SKLN-XI/2013. Pengalmbilaln beberalpal putusaln tersebut didalsalrkaln paldal 

perbedalaln penalfsiraln yalng dilalkukaln oleh halkim konstitusi dallalm memalknali sengketal kewenalngaln lembalgal 

negalral.  

 

B. TUJUAN 

Adapun tujuan dari artikel konseptual yang mengusung judul Independensi Kehakiman Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hakim Mahkamah Konstitusi bersikap 

independent tanpa adanya intervensi dari luar kehakiman. Sehingga dapat terciptanya putusan yang adil 

sebagaimana tujuan berdirinya Mahkamah Konstitusi.  

 

2. METODE  

Metode penelitian adalah rangkaian penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi 

secara sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian 

yuridis normatif yang mana objek penelitiannya berupa aturan perundang-undangan. Peneltian normatif adalah 

karya ilmiah dengan meneliti norma hukum yang berlaku menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang 

mana hanya menggunakan bahan data sekunder yang isinya mencakup bahan hukum primer hingga tersier 

dengan data kepustakaan. Dengan itu tidak memerlukan sample sebab data sekunder menjadi sumber utama 

penelitian dengan memiliki kualitas tersendiri. Peneliti juga menggunakan bahan hukum lainnya seperti 

penelitias asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Independensi 

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam buku Anwar Usman Review Tentang 

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Penegakan Hukum dan Peradilan, menyatakan bahwa kemandirian 

lembaga peradilan merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Tanpa independensi 

lembaga peradilan, tentu tidak ada jaminan terselenggaranya hukum dan keadilan. Secara konseptual dan 

praktis, hubungan antara demokrasi dengan supremasi hukum dan peradilan yang mandiri sangat erat. 

Intervensi terhadap independensi dunia peradilan memang meluas. Namun seiring dengan perkembangan 

zaman dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, bentuk-bentuk intervensi terhadap lembaga peradilan 

juga mengalami perubahan dan perkembangan. Setidaknya ada dua jenis ukuran intervensi, kalender dan 

ukuran sinkron. Intervensi historis adalah intervensi dalam proses berpikir hakim yang dipengaruhi oleh 

peristiwa masa lalu. 
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Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam menerapkan model hukum modern (Rule of), 

kemandirian lembaga peradilan merupakan landasan dan pilar utama yang sangat penting. Ini akan 

memberikan indikator kunci untuk menegakkan supremasi hukum dan menciptakan rasa keadilan sosial. Selain 

itu, kemerdekaan akan menghilangkan campur tangan kekuasaan negara lainnya, eksekutif dan legislatif. Oleh 

karena itu, koridor hukum berupa peraturan perundang-undangan bagi mereka yang menjalankan fungsi 

kehakiman harus diwujudkan, selain menciptakan independensi dan kemandirian kekuasaan kehakiman untuk 

mencegah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mutlak. 

Untuk mewujudkan eksistensi lembaga peradilan yang mandiri, salah satu indikator yang paling 

mendasar adalah memperkuat independensi dan imparsialitas hakim. Seperti yang diungkapkan oleh Shimon 

Shetreet, independensi diperlukan untuk menciptakan proses peradilan yang baik dan menjunjung tinggi 

prinsip-prinsip dasar seperti: 

(i) keadilan prosedural  

(ii) efisiensi; dan  

(iii) kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 

Keberadaan independensi sebagai landasan suci suatu lembaga peradilan dan keadilan yang 

berwawasan hukum sebenarnya tidak hanya tercermin dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi, tetapi juga 

dalam instrumen internasional termasuk ketentuan tentang pentingnya lembaga peradilan yang independen. 

 

B. Kekuasaan Kehakiman 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.Sementara dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kekuasaan yang 

merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Hal-hal Terkait dengan Putusan Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian 

undang-undang harus dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja 

terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Putusan MK berlaku ke depan (prospektif) artinya sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa 

undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang yang diajukan permohonan 

pengujian itu tetap berlaku. Contohnya adalah putusan yang mengabulkan permohonan dalam perkara nomor 

018/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian 

Jaya Barat yang diucapkan pada tanggal 11 Nopember 2004, sedangkan Provinsi Irian Jaya Barat dilakukan 

sebelum itu. Maka pembentukan provinsi Irian Jaya Barat itu dilakukan berdasar undang-undang yang masih 

berlaku secara sah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengajukan permohonan perubahan undang-undang 

disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung. Bahkan dibuka untuk umum melalui 

publikasi di surat kabar dan majalah serta di situs web Mahkamah Konstitusi. 

www.mahkamahkonstolarship.go.id dikenal oleh masyarakat umum. Terhadap isi ayat, pasal, 

dan/atau bagian undang-undang yang dimintakan pengujian dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tidak dapat 

dimintakan peninjauan kembali, kecuali permohonan yang tidak diterima karena alasan yang berkaitan dengan 

persyaratan. kapasitas hukum. Namun PMK memperbolehkan permohonan pemeriksaan dokumen yang 

ditolak untuk ditinjau kembali berdasarkan konstitusionalitas, oleh karena itu permohonan yang dimaksud 

berbeda. 

 

C. Mahkamah Konstitusi 

Malhkalmalh Konstitusi aldallalh baldaln yalng menyelenggalralkaln peraldilaln konstitusi, sehinggal sering 

disebut sebalgali Malhkalmalh Konstitusi. Hall ini jugal tercermin dallalm dual hall lalinnyal. Pertalmal, perkalral yalng 

menjaldi kewenalngaln Malhkalmalh Konstitusi aldallalh perkalral konstitusionall, yalitu perkalral yalng melibaltkaln 

pelalksalnalaln alturaln ketaltalnegalralaln secalral konsisten. Kedual, oleh kalrenal itu, dalsalr utalmal yalng digunalkaln 

Malhkalmalh Konstitusi untuk menguji, mengaldili, daln memutus perkalral aldallalh Konstitusi itu sendiri. Wallalupun 

aldal ketentualn undalng-undalng yalng berlalku daln mengaltur balgalimalnal Malhkalmalh Konstitusi menjallalnkaln 

kewenalngalnnyal, nalmun jikal undalng-undalng tersebut bertentalngaln dengaln Konstitusi, malkal Malhkalmalh 

Konstitusi dalpalt membaltallkaln altalu balhkaln membaltallkalnnyal altals permintalaln.  

Hukum alcalral Malhkalmalh Konstitusi diralncalng sebalgali undalng-undalng yalng mengaltur taltal calral daln 

taltal calral pelalksalnalaln kekualsalaln yalng diberikaln kepaldal Malhkalmalh Konstitusi. Beberalpal oralng jugal 

menyebutnyal dengaln istilalh lalin seperti Hukum Alcalral Malhkalmalh Konstitusi, Hukum Alcalral Malhkalmalh 

Konstitusi, dll. Penggunalaln istilalh hukum alcalral oleh Malhkalmalh Konstitusi paldal umumnyal digunalkaln kalrenal 

berkalitaln dengaln perkalral-perkalral yalng beraldal dallalm wilalyalh hukum Malhkalmalh Konstitusi. 
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Hukum alcalral Malhkalmalh Konstitusi aldallalh hukum formil yalng berfungsi menegalkkaln hukum 

substalntifnyal, yalng merupalkaln balgialn dalri hukum taltal negalral yalng beraldal di balwalh yurisdiksi Malhkalmalh 

Konstitusi. Oleh kalrenal itu, keberaldalaln hukum alcalral Malhkalmalh Konstitusi dalpalt disinkronkaln dengaln hukum 

alcalral pidalnal, hukum alcalral perdaltal, daln hukum alcalral taltal usalhal negalral. Hukum alcalral Malhkalmalh Konstitusi 

memiliki ciri khusus, kalrenal hukum substalntif yalng alkaln dialmalti tidalk mengalcu paldal undalng-undalng altalu 

undalng-undalng tertentu, tetalpi paldal Konstitusi sebalgali hukum dalsalr dalri sistem hukum itu sendiri.  

Hukum alcalral Malhkalmalh Konstitusi dipalhalmi sebalgali hukum alcalral yalng berlalku umum untuk 

perkalral-perkalral yalng beraldal di balwalh yurisdiksi Malhkalmalh Konstitusi sertal hukum alcalral yalng berlalku untuk 

malsing-malsing instalnsi tersebut di altals. Oleh kalrenal itu, undalng-undalng tentalng Malhkalmalh Konstitusi 

meliputi undalng-undalng tentalng perubalhaln undalng-undalng, undalng-undalng tentalng perselisihaln halsil 

pemilihaln umum, undalng-undalng tentalng perselisihaln tentalng kewenalngaln lembalgal negalral, undalng-undalng 

tentalng pembubalraln palrtali politik, daln undalng-undalng tentalng pembubalraln jalbaltaln DPR mengenali 

pelalnggalraln hukum yalng dilalkukaln oleh presiden daln/altalu walkil presiden. 

Hukum Alcalral Malhkalmalh Konstitusi sebalgali hukum yalng mengaltur prosedur daln taltal calral pelalksalnalaln 

wewenalng yalng dimiliki oleh MK. Selalnjutnyal dikemukaln:  

1. Hukum Alcalral Malhkalmalh Konstitusi aldallalh hukum formil yalng berfungsi untuk menegalkkaln hukum 

malteriilnyal, yalitu balgialn dalri hukum konstitusi yalng menjaldi wewenalng Malhkalmalh Konstitusi. 

2. Hukum Alcalral Malhkalmalh Konstitusi memiliki kalralkteristik khusus, kalrenal hukum malteriil yalng hendalk 

ditegalkkaln tidalk merujuk paldal undalng-undalng altalu kitalb undalng-undalng tertentu, melalinkaln konstitusi 

sebalgali hukum dalsalr sistem hukum itu sendiri. 

3. Hukum Alcalral Malhkalmalh Konstitusi dibedalkaln menjaldi 2 (dual) balgialn, yalkni Hukum Alcalral Malhkalmalh 

Konstitusi dimalksudkaln sebalgali hukum alcalral yalng berlalku secalral umum dallalm perkalral-perkalral yalng 

menjaldi wewenalng Malhkalmalh Konstitusi sertal hukum alcalral yalng berlalku secalral khusus untuk setialp 

wewenalng dimalksud, meliputi Hukum Alcalral Pengujialn Undalng-Undalng, Hukum Alcalral Perselisihaln 

Halsil Pemilihaln Umum, Hukum Alcalral Sengketal Kewenalngaln Lembalgal Negalral, Hukum Alcalral 

Pembubalraln Palrtali Politik, daln Hukum Alcalral Memutus Pendalpalt DPR mengenali Dugalaln Pelalnggalraln 

Hukum Presiden daln/altalu Walkil Presiden. Hukum Alcalral Malhkalmalh Konstitusi yalng berlalku secalral 

umum ditemukaln dallalm Undalng-Undalng tentalng Malhkalmalh Konstitusi daln paldal sejumlalh Peralturaln 

Malhkalmalh Konstitusi yalkni:  

a. Peralturaln Malhkalmalh Konsitusi Nomor 04 talhun 2017 tentalng Perubalhaln Altals Peralturaln Malhkalmalh 

Konstitusi Nomor 4 Talhun 2016 Tentalng Pedomaln Penyusunaln Permohonaln Pemohon, Jalwalbaln 

Termohon, daln Keteralngaln Pihalk Terkalit. 

b. Peralturaln Malhkalmalh Konsitusi Nomor 2 TAlHUN 2012 tentalng Persidalngaln Malhkalmalh Konstitusi. 

c. Peralturaln Malhkalmalh Konsitusi Nomor 19 TAlHUN 2009 tentalng Taltal Tertib Persidalngaln.  

d. Peralturaln Malhkalmalh Konsitusi Nomor 18 Talhun 2009 tentalng Pedomaln Pengaljualn Permohonaln 

Elektronik (Electronic Filing) Ddaln Pemeriksalaln Persidalngaln Jalralk Jaluh (Video Conference). 

e. Peralturaln Malhkalmalh Konsitusi Nomor 11/PMK/2006 tentalng Pedomaln Aldministrsi yustisiall 

malhkalmalh Konstitusi. 

f. Peralturaln Malhkalmalh Konsitusi Nomor 1 TAlHUN 2012 tentalng Produk Hukum Malhkalmalh 

Konstitusi. 

Hukum Alcalral MK yalng berlalku secalral khusus berkenalaln dengaln kompetensi MK, sebalgalimalnal 

ditentukaln dallalm Palsall 24C alyalt (1) daln (2) UUD 1945 kompetensi Malhkalmalh Konstitusi mencalkup: 

a. Malhkalmalh Konstitusi berwenalng mengaldili paldal tingkalt pertalmal daln teralkhir yalng putusalnnyal bersifalt 

finall untuk menguji undalng-undalng terhaldalp Undalng-Undalng Dalsalr, memutus sengketal kewenalngaln 

lembalgal negalral yalng kewenalngalnnyal diberikaln oleh Undalng-Undalng Dalsalr, memutus pembubalraln 

palrtali politik, daln memutus perselisihaln tentalng halsil pemilihaln umum.  

b. Malhkalmalh Konstitusi waljib memberikaln putusaln altals pendalpalt Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt mengenali 

dugalaln pelalnggalraln oleh Presiden daln/altalu Walkil Presiden menurut Undalng-Undalng Dalsalr. 

 

A. Lalndalsaln Hukum Alcalral Malhkalmalh Konstitusi 

Hukum alcalral yalng digunalkaln oleh Malhkalmalh Konstitusi dallalm penyelenggalralaln peraldilaln 

didalsalrkaln paldal Undalng-Undalng Nomor 24 Talhun 2003 tentalng Malhkalmalh Konstitusi sebalgalimalnal telalh 

diubalh dengaln Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 2011 mengubalh Undalng-Undalng Nomor 24 Talhun 2003 

tentalng Malhkalmalh Konstitusi.(UU MK) , daln Perubalhaln Kedual dibualt Peralturaln Pemerintalh penggalnti UU 

No. 1 Talhun 2013 tentalng Perubalhaln Kedual altals UU No. 24 Talhun 2003 tentalng Malhkalmalh Konstitusi 

(Perppu No. 1 Talhun 2013), Taltal Tertib Malhkalmalh Konstitusi , daln sebenalrnyal, keputusaln Malhkalmalh 

Konstitusi. Hukum alcalral yalng dialtur dallalm UU MK terbalgi menjaldi dual balgialn, yalitu hukum alcalral meliputi 

ketentualn umum tentalng alcalral beralcalral di Malhkalmalh Konstitusi (seperti peralturaln persidalngaln, syalralt 

permohonaln, putusaln) daln peralturaln khusus spesifikalsi. dalri setialp perkalral yalng beraldal di balwalh yurisdiksi 

Malhkalmalh Konstitusi. 
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B. Objek daln Subjek Peraldilaln Malhkalmalh Konstitusi 

Dallalm pralktik peraldilaln Malhkalmalh Konstitusi, tidalk aldal baltalsaln undalng-undalng yalng dalpalt 

dimintalkaln pengujialn. Palsall 51 UU MK menegalskaln balhwal yalng dalpalt bertindalk sebalgali pihalk yalng 

berperkalral aldallalh pihalk-pihalk yalng menyaltalkaln halk daln/altalu halk konstitusionallnyal dirugikaln alkibalt 

berlalkunyal undalng-undalng tersebut. Kerugialn konstitusionall ini merupalkaln syalralt untuk dalpalt bertindalk 

sebalgali pemohon dallalm pengujialn undalng-undalng altalu kalpalsitals hukum. Secalral lebih khusus, ketentualn 

tersebut disebutkaln sebalgali berikut: 

1) Aldalnyal halk konstitusionall pemohon yalng diberikaln oleh UUD 1945; 

2) Balhwal halk konstitusionall pemohon tersebut dialnggalp oleh pemohon telalh dirugikaln oleh sualtu UU yalng 

diuji; 

3) Balhwal kerugialn konstitusionall Pemohon yalng dimalksud bersifalt spesifik (khusus) daln alktuall altalu 

setidalk-tidalknyal bersifalt potensiall yalng menurut penallalraln yalng waljalr dalpalt dipalstikaln alkaln terjaldi; 

4) Aldalnyal hubungaln sebalb alkibalt (calusall verbalnd) alntalral kerugialn daln berlalkunyal UU yalng dimohonkaln 

untuk diuji; 

5) Aldalnyal kemungkinaln balhwal dengaln dikalbulkalnnyal permohonaln, malkal kerugialn konstitusionall yalng 

didallilkaln tidalk alkaln altalu tidalk terjaldi lalgi.Tentalng Pemohon altalu sialpal pihalk yalng dimalksud, Palsall 51 

UU MK merincinyal sebalgali peroralngaln Walrgal Negalral Indonesial, kesaltualn malsyalralkalt hukum aldalt 

(sepalnjalng malsih hidup daln sesuali dengaln perkembalngaln hidup malsyalralkalt daln prinsip NKRI), baldaln 

hukum publik/privalt, altalu lembalgal negalral. Malsih aldal balnyalk sub malteri yalng halrus diketalhui dalri 

Hukum Alcalral Malhkalmalh Konstitusi ini. Mulali dalri allur persidalngaln, struktur suralt pengaljualn 

permohonaln, tenggalt/malsal walktu persidalngaln, allalt bukti daln bebaln pembuktialn, daln lalinnyal yalng halrus 

temaln-temaln ketalhui.  

 

C. Kedudukaln, Fungsi daln Wewenalng Malhkalmalh Konstitusi  

Dallalm Undalng-Undalng Nomor 24 Talhun 2003 Palsall 2 daln 3 disebutkaln balhwal Malhkalmalh Konstitusi 

berkedudukaln di ibu kotal negalral Republik Indonesial sebalgali sallalh saltu orgaln negalral yalng menjallalnkaln 

kekualsalaln kehalkimaln yalng merdekal untuk menegalkkaln kealdilaln gunal menegalkkaln hukum daln kealdilaln. 

Dallalm konteks ketaltalnegalralaln, Malhkalmalh Konstitusi pertalmal kalli dibentuk sebalgali pengalwall konstitusi 

dengaln fungsi menegalkkaln kealdilaln konstitusionall dallalm kehidupaln malsyalralkalt. Kedual, Malhkalmalh 

Konstitusi memiliki talnggung jalwalb untuk mendorong daln memalstikaln balhwal Konstitusi dihormalti daln 

ditegalkkaln oleh seluruh komponen negalral secalral konsisten daln alkuntalbel. Ketigal, di tengalh kelemalhaln sistem 

ketaltalnegalralaln salalt ini, Malhkalmalh Konstitusi berperaln sebalgali penalfsir untuk menjalgal semalngalt konstitusi 

tetalp hidup daln menghialsi keberlalngsungaln negalral daln malsyalralkalt. 

Paldal halkekaltnyal fungsi malhkalmalh konstitusi aldallalh menguji konstitusi, algalr konstitusi tetalp 

ditegalkkaln daln dihormalti balik oleh penyelenggalral kekualsalaln negalral malupun walrgal negalral. Malhkalmalh 

Konstitusi jugal merupalkaln baldaln penalfsir teralkhir dalri konstitusi. Dengaln fungsi tersebut, keberaldalaln 

Malhkalmalh Konstitusi memiliki alrti penting daln peraln straltegis dallalm pembalngunaln ketaltalnegalralaln salalt ini, 

kalrenal semual peralturaln altalu kebijalkaln dikelualrkaln oleh lembalgal penyelenggalral negalral. inkonstitusionallitals. 

ketentualn konstitusionall Malhkalmalh Konstitusi. Dallalm Talfsir UU MK disebutkaln balhwal: “sallalh saltu isi 

penting perubalhaln UUD 1945 aldallalh keberaldalaln Malhkalmalh Konstitusi sebalgali orgaln negalral. malsallalh-

malsallalh di bidalng ketaltalnegalralaln, dallalm ralngkal melindungi konstitusi algalr dilalksalnalkaln secalral bertalnggung 

jalwalb, sesuali dengaln alspiralsi ralkyalt daln cital-cital demokralsi. Malhkalmalh Konstitusi jugal dibentuk daln dialtur 

dallalm UUD 1945. Kewenalngaln untuk mengecuallikaln daln membedalkaln Malhkalmalh Konstitusi dengaln 

lembalgal lalin, kewenalngaln Malhkalmalh Konstitusi dialtur dallalm Palsall 24C Alyalt (1) 10 daln Alyalt (2) UUD 1945 

sebalgali berikut: 

1) Malhkalmalh Konstitusi berwenalng mengaldili paldal tingkalt pertalmal daln teralkhir yalng putusalnnyal bersifalt 

finall untuk menguji undalng-undalng terhaldalp Undalng Undalng Dalsalr, memutus sengketal kewenalngaln 

lembalgal Negalral yalng kewenalngalnnyal diberikaln oleh Undalng-Undalng Dalsalr, memutus pembubalraln 

Palrtali politik daln memutus perselisihaln tentalng halsil pemilu.  

2) Malhkalmalh konstitusi waljib memberi putusaln altals pendalpalt dewaln perwalkilaln ralkyalt mengenali dugalaln 

pelalnggalraln presiden daln/altalu Walkil Presiden menurut Undalng-Undalng Dalsalr.  Kemudialn palsall 10 alyalt 

(1) Undalng-Undalng Nomor 24 Talhun 2003 tentalng Malhkalmalh Konstitusi menyaltalkaln balhwal:  

a) Malhkalmalh Konstitusi berwenalng mengaldili paldal tingkalt pertalmal daln teralkhir yalng putusalnnyal 

bersifalt finall untuk menguji Undalng-Undalng terhaldalp UUD 1945.  

b) Memutus sengketal kewenalngaln lembalgal Negalral yalng kewenalngalnnyal diberikaln oleh UUD. 

Misallnyal, usul pemberhentialn presiden daln/altalu walpres oleh DPR kepaldald MPR alpalbilal presiden 

daln/altalu walpres terbukti melalkukaln pelalnggalraln hukum sebalgalimalnal dialtur dallalm palsall 7Al UUD 

1945.  

c) Memutus pembubalraln Palrtali politik.  
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d) Memutus perselisihaln tentalng halsil pemilu. 

Dallalm palsall 11 Undalng-Undalng Malhalkalmh Konstitusi dinyaltalkaln Balhwal “untuk kepentingaln 

pelalksalnalaln wewenalng sebalgalimalnal di malksud dallalm palsall 10, Malhkalmalh Konstitusi berwenalng memalnggil 

pejalbalt Negalral, pejalbalt pemerintalh altalu walrgal malsyalralkalt untuk memberikaln keteralngaln. 

Dalri beberalpal penjelalsaln di altals, penulis dalpalt menyimpulkaln balhwal Malhkalmalh Konstitusi 

berkedudukaln sebalgali lembalgal negalral yalng beraldal di balwalh sistem peraldilaln di Indonesial daln jugal 

mempunyali fungsi daln wewenalng yalng ditentukaln dallalm Undalng-Undalng tentalng Malhkalmalh Konstitusi. 

Kemudialn Malhkalmalh Algung berfungsi untuk mengaltur/menetalpkaln kebijalkaln yalng telalh dikelualrkaln oleh 

pemerintalh mengenali konstitusionallitals sualtu kebijalkaln yalng membualt halk-halk walrgal negalral meralsal 

dirugikaln dengaln aldalnyal kebijalkaln tersebut, tetalpi untuk menjalwalb pertalnyalaln tersebut. perkalral dalpalt diputus 

oleh halkim Malhkalmalh Konstitusi yalng paldal salalt pengalmbilaln keputusaln bersifalt finall. 

 

D. Alsals-Alsals Hukum Alcalral Malhkalmalh Konstitusi  

Kedudukaln daln kekualsalaln Malhkalmalh Konstitusi aldallalh kekualsalaln kehalkimaln yalng menjallalnkaln 

kekualsalaln kehalkimaln disalmping Malhkalmalh Algung daln lembalgal peraldilaln yalng beraldal di balwalh 

kewenalngalnnyal. Oleh kalrenal itu, Malhkalmalh Konstitusi yalng mempertimbalngkaln daln memutuskaln kalsus-

kalsus konstitusionall jugal dialtur oleh hukum yudisiall. Misallnyal dallalm meneralpkaln prinsip due process 

(penegalkaln hukum) dallalm semual perkalral di haldalpaln sistem peraldilaln. Peneralpaln alsals ini beralrti balhwal 

pelalksalnalaln yurisdiksi altals sengketal altalu sengketal tunduk paldal ketentualn undalng-undalng yalng membolehkaln 

daln melalralng dallalm sualtu tertib peraldilaln dimalnal palral pihalk dipalnggil sebalgalimalnal mestinyal daln palral pihalk 

mendalpalt kesempaltaln untuk didengalr daln memperoleh halknyal. dihormalti daln dilindungi sebelum Malhkalmalh 

menggunalkaln halknyal untuk memutus perkalral. Khususnyal dallalm UU MK, ketikal ketentualn tentalng 

kewenalngaln menguji undalng-undalng tidalk menyebutkaln aldalnyal pihalk tergugalt sebalgali pihalk perdalmalialn balgi 

pemohon, tetalpi tidalk disebutkaln pendalpalt palral pihalk mengenali usul yalng dialjukaln. hukum halrus didengalr 

secalral seimbalng.  

Dallalm sengketal kewenalngaln lembalgal negalral, sengketal halsil pemilu, daln pembubalraln palrtali politik, 

nalmal pesertal palrtali jelals daln dalpalt diketalhui dengaln jelals. Oleh kalrenal itu, sebalgalimalnal lembalgal peraldilaln 

lalinnyal, Malhkalmalh Konstitusi jugal halrus menghormalti alsals-alsals peraldilaln yalng aldil yalng termalktub dallalm 

hukum alcalral, hukum peraldilaln daln alsals-alsals yalng jugal dialkui secalral luals. Prinsip-prinsip tersebut alkaln 

diuralikaln secalral singkalt saltu per saltu di balwalh ini: 

1) Persidalngaln terbukal untuk umum   

Alsals persidalngaln terbukal untuk umum dallalm pemeriksalaln persidalngaln Malhkalmalh Konstitusi sudalh 

semestinyal dipralktikkaln, kalrenal hall tersebut berkenalaln dengaln sallalh saltu bentuk pengalwalsaln malsyalralkalt 

(sociall control) terhaldalp proses peraldilaln dallalm kehidupaln bernegalral. Sociall control ini tidalk terbaltals 

paldal pokok perkalral semaltal, tetalpi menyentuh pulal alkuntalbilitals halkim, sekalligus institusi peraldilaln 

sebalgali penyelenggalral kekualsalaln kehalkimaln. Dallalm pralktik, malhkalmalh konstitusi setidalknyal telalh 

membukal alkses balgi publik untuk mengikuti proses persidalngaln, jugal mempublikalsikaln berital alcalral 

persidalngaln daln putusaln dallalm bentuk halrd copy daln lalinnyal merupalkaln sebualh upalyal mengefektifkaln 

control malsyalralkalt terhaldalp Malhkalmalh Konstitui.  

2) Independen daln Impalrsiall  

Independensi altalu kemalndirialn eralt hubungalnnyal dengaln sikalp halkim impalrsiall altalu tidalk memihalk, 

balik dallalm proses pemeriksalaln malupun pengalmbilaln keputusaln independensi daln impalrsiallitals ini tidalk 

halnyal secalral institusionall (kelembalgalaln), tetalpi secalral individuall palral halkim tetalp malndiri daln tidalk 

memihalk dallalm menjallalnkaln proses peraldilaln gunal menegalkkaln hukum daln kealdilaln talnpal intervensi 

dalri pihalk-pihalk di lualr kekualsalaln kehalkimaln.  

3) Peraldilaln dilalksalnalkaln secalral cepalt, Sederhalnal daln Muralh 

Palsall 4 alyalt (2) UU No. 4 Talhun 2004 tentalng Kekualsalaln Kehalkimaln menyaltalkaln balhwal peraldilaln 

dilalkukaln dengaln sederhalnal, cepalt daln bialyal ringaln. Penjelalsaln altals alyalt (2) tersebut menyaltalkaln balhwal 

yalng dimalksud dengaln sederhalnal aldallalh pemeriksalaln daln penyelesalialn perkalral dilalkukaln dengaln calral 

yalng efisien daln efektif. Sedalngkaln bialyal ringaln aldallalh bialyal perkalral yalng dalpalt dipikul oleh ralkyalt. 

Dallalm pemeriksalaln daln penyelesalialn perkalral tidalk mengorbalnkaln ketelitialn dallalm mencalri kebenalraln 

daln kealdilaln. Dallalm pralktik, bialyal perkalral yalng dibebalnkaln kepaldal pemohon altalu termohon tidalk 

dikenall dallalm alcalral Malhkalmh Konstitusi. Semual bialyal yalng menyalngkut persidalngaln di Malhkalmalh 

Konstitusi dibebalnkaln kepaldal Negalral. Balhkaln, palnggilaln untuk menghaldiri persidalngaln sertal sallinaln 

putusaln yalng dimohon oleh pihalk pemohon disedialkaln altals bialyal Malhkalmalh Konstitusi. 

4) Halk untuk Didengalr Secalral Seimbalng (Aludi et Allteralm Palrtem)  

Pengujialn Undalng-Undalng oleh Malhkalmalh Konstitusi, balik pemohon, pemerintalh, DPR daln pihalk 

yalng terkalit lalngsung dengaln undalng-undalng yalng dimohonkaln untuk di uji, diberi halk yalng salmal untuk 

di dengalr. Balhkaln stalkeholder (kelompok) lalin yalng meralsal mempunyali kepentingaln dengaln 

undalngundalng yalng diuji halrus di dengalr, jikal pihalk terkalit tersebut mengemukalkaln keinginalnnyal untuk 
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memberi keteralngaln. Berdalsalrkaln alsals peraldilaln tersebut, bilal halkim konstitusi galgall melalksalnalkalnnyal 

dengaln balik, alkaln menimbulkaln kesaln balhwal halkim altalu malhkalmalh konstitusi tidalk aldil dallalm 

persidalngaln, kalrenal paldal kenyaltalalnnyal tidalk mendengalr palral pihalk secalral seimbalng untuk memperoleh 

keteralngaln-keteralngaln yalng berkenalaln dengaln prosedur altalu malteri mualtaln undalng-undalng yalng diuji. 

5) Halkim Alktif jugal Palsif dallalm Proses Persidalngaln 

Kalralkteristik perkalral konstitusi yalng kentall dengaln kepentingaln umum telalh menyebalbkaln 

persidalngaln tidalk dalpalt diseralhkaln melulu kepaldal inisialtif pihalk-pihalk. Halkim bersifalt palsif daln tidalk 

boleh berinisialtif untuk mengelalkkaln mekalnisme malhkalmalh konstitusi memeriksal perkalral yalng talnpal 

dialjukaln dengaln saltu permohonaln. Alkaln tetalpi, jikal permohonaln didalftalr daln mulali diperiksal, halkim 

alkaln bersikalp alktif dallalm proses daln tidalk menggalntungkaln proses halnyal paldal inisialtif pihalkpihalk, balik 

dallalm menggalli keteralngaln malupun bukti yalng dialnggalp perlu untuk membualt jelals daln teralng hall yalng 

dialjukaln dallalm permohonaln.  

6) Pengaldilaln Mengetalhui Hukumnyal (Ius Curial Novit)  

Palsall 16 alyalt (1) UU No. 4 Talhun 2004 tentalng Kekualsalaln Kehalkimaln menyebutkaln, Pengaldilaln 

tidalk boleh menolalk untuk memeriksal, mengaldili daln memutus sualtu perkalral yalng dialjukaln dengaln dallih 

balhwal hukum tidalk aldal altalu kuralng jelals melalinkaln waljib memeriksal daln mengaldilinyal. 

Prinsip peraldilaln jelals mengalbalikaln falktal balhwal pengaldilaln sehalrusnyal mengetalhui hukum yalng 

menjaldi dalsalr penyelesalialn perkalral. Alsals ini malsuk alkall kalrenal secalral logikal tidalk mungkin sualtu baldaln 

peraldilaln daln palral halkimnyal tidalk mengetalhui daln tidalk memalhalmi hukum dallalm setialp proses 

peraldilaln. Dallalm alrti sempit, profesionallisme halkim didalsalrkaln paldal ilmu daln pengetalhualn hukum yalng 

menunjalng kegialtalnnyal dallalm penyelenggalralaln sistem peraldilaln. Oleh kalrenal itu, ketentualn Palsall 16 

alyalt (1) salngalt tepalt untuk meneguhkaln altalu membaltallkaln kehendalk pengaldilaln daln halkim pengaldilaln 

untuk menolalk mempertimbalngkaln, mengaldili, daln memutus sualtu perkalral yalng dialjukaln ke mukal 

pengaldilaln. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdalsalrkaln uralialn di altals, independensi peraldilaln merupalkaln lalndalsaln daln pilalr yalng salngalt penting. 

Independensi peraldilaln di Malhkalmalh Konstitusi alkaln memberikaln indikaltor kunci untuk menegalkkaln 

supremalsi hukum daln menciptalkaln ralsal kealdilaln balgi malsyalralkalt. Selalin itu, kemerdekalaln alkaln 

menghilalngkaln calmpur talngaln kekualsalaln negalral lalinnyal, eksekutif daln legislaltif. Oleh kalrenal itu, koridor 

hukum berupal peralturaln perundalng-undalngaln balgi merekal yalng menjallalnkaln fungsi kehalkimaln halrus 

diwujudkaln, selalin menciptalkaln independensi daln kemalndirialn lembalgal peraldilaln untuk dalpalt mencegalh 

pelalksalnalaln kekualsalaln kehalkimaln yalng albsolut. 

Aldalnyal kemerdekalaln sebalgali lalndalsaln suci lembalgal peraldilaln untuk menegalkkaln hukum daln 

kealdilaln sebenalrnyal tidalk halnyal tercermin dallalm konstitusi sebalgali hukum tertinggi, tetalpi daln dallalm 

instrumen internalsionall memualt ketentualn tentalng pentingnyal baldaln peraldilaln yalng malndiri. 
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